[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG

Menimbang

TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa wuntuk meningkatkan pelayanan dan tata
hubungan kerja antara pemilik, pengelola, dan staf
medis Rumah Sakit Jiwa Grhasia telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah
Sakit Jiwa Grhasia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah
Sakit Jiwa Grhasia;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa
Grhasia pada Dinas Kesehatan, terjadi perubahan
susunan organisasi pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia
sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu diubabh;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola

Rumah Sakit Jiwa Grhasia;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);



Menetapkan

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah
Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 88) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah
Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG TATA
KELOLA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata
Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 88) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa
Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 9
Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang bertanggung
jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit,

terdiri atas:



Direktur, selaku  pimpinan BLUD  yang
merupakan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

Sekretaris, selaku  Pejabat Penatausahaan
Keuangan/Barang, sebagai penanggung jawab
keuangan/barang Rumah Sakit; dan

Pejabat Teknis yang meliputi Bidang Pelayanan
Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan, serta
Bidang Penunjang dan Sarana bertanggung jawab
terhadap mutu, standardisasi, administrasi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan

sumber daya lainnya.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri atas:

a.
b.

Direktur;

Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum.

Bidang Pelayanan Medik terdiri atas:

1. Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik; dan

2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri atas:

1. Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan; dan

2. Seksi Pengembangan Pelayanan
Keperawatan.

Bidang Penunjang dan Sarana terdiri atas:

1. Seksi Penunjang dan Sarana Medik; dan

2. Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik.

jabatan fungsional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.8S.
NIP. 19640714 199102 1 001




	b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan, terjadi perubahan susunan o...

